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BAB V 

PENUTUP 

  Di bagian penutup tesis ini, penulis akan menyajikan rangkuman 

kesimpulan berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya. Penulis juga akan 

menjelaskan usul dan saran dengan harapan bahwa dapat memberikan manfaat bagi 

pemerintah dan masyarakat dalam mendukung program pembangunan yang 

menciptakan kehidupan masyarakat yang layak manusiawi. 

5.1. Kesimpulan 

 Keputusan Joko Widodo dan Jusuf Kalla mendukung kesejahteraan 

ekonomi masyarakat Indonesia dengan membangun infrastruktur melanjutkan 

praktik politik pembangunan gaya lama, sebagaimana yang telah dilakukan oleh 

presiden-presiden sejak zaman presiden Soeharto. Kebijakan ini juga bisa dilihat 

sebagai bentuk "penyangkalan" Joko Widodo dan Jusuf Kalla terhadap nawacita 

yang berisi sembilan poin, yang merupakan cerminan dari pola human development 

(pembangunan manusia).Dengan demikian, nawacita sebagai propaganda politik 

Joko Widodo dan Jusuf kalla telah berhasil menipu masyarakat Indonesia.  

 Untuk merealisasikan pembangunan infrastruktur, Joko Widodo dan Jusuf 

Kalla mengalokasikan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pihak swasta, 

Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta investasi asing. Keterlibatan berbagai 

lembaga penyedia dana ini membuat anggaran untuk pembangunan infrastruktur 

menjadi sangat besar. Selain didukung oleh pembiayaan yang signifikan, 

pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla juga menetapkan sejumlah kebijakan 

yang dianggap memberikan manfaat bagi masyarakat, seperti melakukan revisi 

terhadap Undang-Undang Agraria, Undang-Undang Komisi Pemberantasan 

Korupsi (KPK), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), serta 

Undang-Undang Cipta Kerja.  
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 Pembangunan infrastruktur pada masa pemerintahan Joko Widodo dan 

Jusuf Kalla memiliki dampak yang beragam, baik positif maupun negatif. Dampak 

positif yang ditimbulkan antara lain mencakup keberhasilan dalam pembangunan 

infrastruktur transportasi, energi, fasilitas air bersih dan sanitasi, perumahan, serta 

pembangunan pos lintas batas negara dan sarana untuk Asian Games. Sementara 

itu, dampak negatifnya meliputi permasalahan agraria terkait pembebasan lahan 

yang berpotensi menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), kasus-kasus 

korupsi, serta meningkatnya ketergantungan Indonesia terhadap Tiongkok dalam 

bidang ekonomi dan investasi.  

 Dari gambaran politik pembangunan infrastruktur Joko Widodo dan Jusuf 

Kalla di atas, kemudian penulis melakukan tinjauan teologis dalam terang ensiklik 

Populorum Progressio. Temuan penulis bahwa strategi politik pembangunan 

infrastruktur Joko Widodo dan Jusuf Kalla untuk meningkatkan sektor ekonomi 

demi menaikkan presentasi produk domestik bruto (PDB) adalah kurang tepat. 

Penulis menemukan bahwa dari pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang telah 

terjadi, justru ditemukan pelanggaran pada aspek kemanusiaan masyarakat. Sumber 

utama munculnya permasalahan ini adalah kesalahan pemerintah yang 

menempatkan masyarakat sebagai objek pembangunan, seharusnya sektor ekonomi 

menjadi pelayan masyarakat, bukan masyarakat melayani sektor ekonomi. 

Dalam ensiklik Populorum Progressio, Paus Paulus VI menekankan bahwa 

tujuan utama pembangunan adalah menciptakan kondisi kehidupan yang layak dan 

bermartabat bagi manusia. Pada bagian nomor 14 ensiklik tersebut, beliau 

menegaskan bahwa ekonomi tidak boleh dipisahkan dari dimensi kemanusiaan 

maupun dari perkembangan peradaban yang menjadi ruang hidupnya. Hal yang 

paling utama adalah manusia itu sendiri—baik sebagai individu, kelompok sosial, 

maupun sebagai umat manusia secara keseluruhan. Oleh karena itu, yang menjadi 

prioritas dalam pembangunan bukanlah aspek ekonominya, melainkan manusia 

sebagai subjek utamanya.  

 Adapun secara teologis, dukungan Paus Paulus VI pada pembangunan 

manusia dengan menciptakan kehidupan masyarakat yang layak manusiawi 
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berdasar pada nilai teologis; bahwa setiap manusia diciptakan seturut citra Allah. Ia 

berpegang pada prinsip fundamental bahwa segala sesuatu merupakan bagian dari 

rencana Allah, dan bahwa setiap individu dipanggil untuk tumbuh serta 

mewujudkan dirinya secara utuh, karena setiap kehidupan memiliki makna sebagai 

suatu panggilan Ilahi. Sehingga bentuk tertinggi dari perkembangan manusia 

dicapai melalui persatuan dengan Kristus. Dengan demikian dalam bahasa yang 

sederhana, sejauh kemajuan duniawi dapat memberikan kontribusi bagi tatanan 

masyarakat manusia yang lebih baik, merupakan perhatian penting bagi kerajaan 

Allah. Ajakan Paus Paulus ini menunjukkan nilai tertinggi dari perilaku manusia 

dalam pembangunan adalah mendukung terciptanya kondisi pembangunan yang 

layak manusiawi sebagai representasi penghormatan terhadap Allah.   

Adapun konsep pembangunan menciptakan kondisi hidup masyarakat yang 

layak manusiawi yang ditawarkan Paus Paulus VI adalah: Pertama, pentingnya 

pembangunan integral yang mencakup manusia seutuhnya. Kedua, pembangunan 

harus menghormati martabat manusia sebagai gambar atau citra Allah. Ketiga, 

pemerintah harus menjadi pendamping masyarakat. Keempat, pentingnya 

partisipasi masyarakat dalam pembangunan demi mendukung pelaksanaan 

pembangunan yang adil antara generasi. Kelima, dalam kerja sama negara maju dan 

negara berkembang harus berdasar pada asas keadilan dan solidaritas, dan negara 

maju hadir sebagai penolong bagi negara berkembang.    

 Pada akhirnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi 

masyarakat maupun pemerintah sebagai salah satu referensi dalam merancang dan 

menjalankan program pembangunan manusia, yaitu pembangunan yang bertujuan 

menciptakan kondisi hidup yang layak dan bermartabat bagi seluruh warga.   

5.2. Usul Saran 

 Penerapan strategi politik pembangunan yang menciptakan kondisi 

kehidupan masyarakat yang layak manusiawi atau pembangunan manusia, menjadi 

jawaban dari politik pembangunan dewasa ini. Kemudian, orientasi pembangunan 

pada pertumbuhan dan pengembangan sektor ekonomi dengan membangun 

infrastruktur sebagaimana dilakukan Joko Widodo dan Jusuf Kalla tetap masuk 
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dalam kategori pilihan pembangunan. Akan tetapi, imbas dari sistem pembangunan 

macam ini adalah cenderung menjadikan masyarakat sebagai objek pembangunan. 

Maka dari itu, perlu transformasi pembangunan manusia, menciptakan kondisi 

kehidupan masyarakat yang layak manusiawi. Oleh sebab itu, penting kerja sama 

dan partisipasi aktif dari pemerintah dan masyarakat.  

 Pertama, untuk pemerintah. Pemerintah hendaknya berani melaksanakan 

program politik pembangunan yang berorientasi pada pembangunan manusia. 

Program pembangunan pemerintah harus menciptakan struktur pembangunan 

sektor ekonomi melayani manusia. Yang penting adalah pembangunan bertolak 

dari pertimbangan aspek menghargai martabat manusia, menciptakan solidaritas, 

menngluarkan kebijakan yang adil dan mengupayakan terciptanya partisipasi 

masyarakat dalam pembangunan. Dengan melibatkan masyarakat, maka 

masyarakat tidak lagi menjadi objek pembangunan melainkan menjadi subjek dari 

pembangunan, selain itu, penulis menyakini bahwa kebijakan pembangunan yang 

dibuat pemerintah akan adil antara generasi. Alhasil, bukan saja pembangunan 

infrastruktur yang megah tercipta, melainkan kehidupan masyarakat dari 

masyarakat yang sejahtera 

 Kedua, untuk masyarakat. Masyarakat harus berani bersuara terhadap 

bentuk pembangunan yang menindas martabat masyarakat. Sebab masyarakat 

adalah subjek pembangunan bukan objek dari pembangunan. Sehingga terhadap 

semua bentuk pelanggaran kemanusiaan sebagai dampak pembangunan harus 

ditentang. Sebab, suara masyarakat menjadi strategi mengendalikan kebijakan 

program pembangunan yang tidak adil. Adapun cara penyaluran suara masyarakat 

adalah dengan melaporkan segala tindakan pembangunan yang tidak benar dan 

tidak adil kepada pemerintah atau pihak berwajib. Selain itu, untuk ketidakadilan 

pembangunan yang besar, dapat diatasi melalui tindakan berdemontrasi secara 

damai tanpa tindakan anarkis. 

 Ketiga, untuk negara-negara berkembang. Negara berkembang dalam 

memilih partner kerja sama dengan negara maju dalam program pembangunan 

harus benar-benar selektif. Dalam hal ini, yang dipertimbangkan adalah prinsip 

keadilan dalam kerja sama, kesanggupan dalam mengembailkan utang dan tanpa 



130 
 

harus mengorbankan masyarakat. Kemudian, diusahkan bahwa, kerja sama yang 

dibangun tidak membuka ruang bagi negara maju (Patner kerja sama) melakukan 

intervensi dalam pemerintahan negara berkembang. Selain itu, diperlukan 

pembentukan sistem pemerintahan yang bersih, terbebas dari korupsi, sehingga 

alokasi dana pembangunan benar-benar diperuntukkan terciptanya kesejahteraan 

bersama.  

 Keempat, untuk negara- negara maju.  Negara maju harus menjadi penolong 

bagi negara-negara berkembang atau negara miskin. Menghadirkan diri sebagai 

penolong dalam pengertian bahwa negara-negara maju tidak memanfaatkan negara 

berkembang sebagai lahan eksploitasi kekayaan, untuk keuntungan pribadi atau 

kelompok.  Kemudian, diharapkan negara-negara maju dalam berkerjasama juga 

ditawarkan untuk berpengang pada prinsip; solidaritas timbal balik, keadilan sosial 

dan cinta kasih.  

 Kelima, untuk Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif (IFTK) Ledalero. 

IFTK Ledalero harus mendorong mahasiswa dan mahasiswi untuk berani 

memberikan sumbangsih pikiran kritis terhadap segala bentuk kebijakan 

pembangunan yang menindas masyarakat. Bentuk sumbangsih pemikiran kritis 

mahasiswa dan mahasiswi ini dapat diterbitkan lewat media publikasi baik bersifat 

ilmiah maupun nonilmiah, juga bisa dengan cara berdemonstrasi untuk 

menyuarakan kepentingan umum. 
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